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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/M-DAG/PER/5/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 84 /M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR

Menimbang

Mengingat

.a.

1;

BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih meningkatkan  kelancaran
pelaksanaan impor barang berbasis sistem
pendingin, perlu melakukan perubahan terhadap
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor
Barang Berbasis Sistem Pendingin;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor

Barang Berbasis Sistem Pendingin;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
84 /M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor
Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1526;;



Menetapkan

-2-

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
202);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 84 /M-DAG/PER/10/2015
TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS
SISTEM PENDINGIN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang  Ketentuan
Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1526)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap Impor Barang Berbasis Sistem = Pendingin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat
dilakukan melalui pelabuhan tujuan sebagai berikut:

a. pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi;

b. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung
Priok di Jakarta, Merak di Cilegon, Tanjung
Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya,
Soekarno Hatta di Makassar, Batu Ampar di
Batam dan Bitung di Bitung; dan/atau

c. pelabuhan  udara: seluruh  pelabuhan  udara

internasional.



Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari

sejak tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan




